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BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2014 NOMOR 23

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN UANG

SANTUNAN KEMATIAN ATAS MENINGGAL DUNIA BAGI
PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

Menimbang

Mengingat

BUPATI WAY KANAN,
bahwa guna mempermudah, memperlancar dan
mengoptimalkan pemberian uang santunan
kematian atas meninggal dunia bagi penduduk
Kabupaten Way Kanan maka dipandang periu
melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan
Pemberian Uang Santunan Kematian Atas
Meninggal Dunia bagi Penduduk Kabupaten Way
Kanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

huruf a perlu menetapkan

dimaksud pada
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Santunan

Kematian Atas Meninggal Dunia Bagi Penduduk

Kabupaten Way Kanan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kabupaten Daerah Tingkat I Lampung

dya Metro (Lembaran Negara
46,

Kanan,
Timur dan Kotama

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3825);
g Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Undang-Undan ,
Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik
n 2003_ Nomor 47, Tambahan

Republik Indonesia Nomor 4286);

Indonesia Tahu
Lembaran Negara

r 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomo tentang
Pcrbcngaharaan Negara “‘c"r:,bar an Negara Republik
Indonesia Tahun 004 I domor‘ S, Tambahan
Lembaran Negarad Republik Indonesia Nomor 43ss);

4. Undang. .



10.

11.

g:fgi:iislzi::ang Nomor |5 Tahun 2004 tentang
Ke“angan‘ N Pengelolaan gan Tanggung Jawab
Indonesia Tcgara (Lembaran Negara Republik
Lembara Nahun 2004 Nomor 66, Tambahan

n Negara Republik [ndonesia Nomor 4400);

g:r:i:irg;tu;:dang Nomor 32 tahun 2004 tentang
lndonCSi: e’xrn Daerah (Lembaran Negara Republik
Lembaran Nahun 2004 Nomor 125, Tambahan
sebagaima €gara Republik Indonesia Nomor 4438!
te akgh' na telah diubah sebanyak dua kal
2(;08 \r dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

.Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal
dan Pcrpcnntah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
Peraturan Pemerint
tentang Pedoman

Penyclenggaraan Pe :
Negara Republik Indonesia Ta

Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);

Peraturan Peme
Pelaporan Keuangan

ah Nomor 79 Tahun 2005
Pembinaan dan Pengawasan
mcerintahan Dacrah (Lembaran
hun 2005 Nomor 165,
Republik Indonesia

rintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
dan  Kineria Instansi

: ¢ spubhk Indoness
Pemerintah (Lem n Ncgarad Rep A
leh n 2l006 (N(f):m(t))ra;") Tambahan Lembaran Negara
ahun b

Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan.....



12. Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang pcmbagmn‘ irugan pcmcrinlah 'antara
Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provin®! dan
Pemerintah  Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesid
Nomor4727);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019
tentang  Sistem [nformasi Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2010
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 136);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan
Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENETAPAN PEMBERIAN
UANG SANTUNAN KEMATIAN ATAS MENINGGAL
DUNIA BAGI PENDUDUK KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal |
B VI Pasal 8 peraturan Bupati Nomor 21 Tahun

2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati NomO‘T( 5 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penetapan Pemberian Uang Samunan_tae[r)nauag atas Meninggal
Dunia bagi Penduduk Kabupaten Way Kanan (BCf;(u( s:::a Kabupaten Way
Kanan Tahun 2013 Nomor 21) diubah sebagai ber ingga berbunyi:

Kctentuan yang ada pada BA



>

BAB V]
TATA CARA PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

gyarat-syarat dalam pemberian uang s i nduduk
» ; ant uka bagl pc
Kabupaten Way Kanan sebagai berikut: unan d -

a. Surat Keterangan Kematian Aslj ' coala
Kampung/Lurah setempat dan dik;ta%i?%lciﬂéﬁ;zr:fan olch Kep
Surat Keterangan ahli  warj : ’

Kampung/Lurah setempat; is yang dikeluarkan oleh Kepala
Surat kenal Iahir/Alftc Keterangan Kelahiran Asli bagi penduduk yang
berumur O sampai dengan 16 Tahun yang dikeluarkan Kepala
Kampung/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat:

Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ka'rtu Keluarga (KK)
asli bagi penduduk yang berumur 17 Tahun keatas dan salinannya
sebanyak 1 rangkap;

Dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati Way Kanan melalui
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way

Kanan;dan
Jangka/waktu penyampaian Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan sejak tanggal kematian.

b.

C.

Pasal Il
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Way Kanan.
Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI WAY KANAN,

Dto,
BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI
N TAHUN 2014 NOMOR 23

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANA
SUNT : aslinya
Disalin se HUKUM

NIp/19720916 200003 1 004



